
GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DI BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN PADA

DINAS PERIKANAN DAN KEl AUTAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai 
Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Dinas Perikanan Dan 
Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang transparan, 
akuntabel, efektif dan efisien, perlu disusun Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan 
berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Pelayanan Di Balai Penangkapan Dan 
Pelelangan Ikan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi
Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 
diubah d3ngan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
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Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indor esia Tahun 2004 Nomor 
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4436);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar­
an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
454'8);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Dari Urusan Pemerintah 
Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet 
Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
°eraturan Disiplin Pifcgavvai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3176);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang 
Usaha Perikanan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 
2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, 
Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan 
Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan 
Usaha Kecil Menengah Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan 
Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas 
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas 
Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, 
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian 
Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambang-
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un Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 
Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan 
Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, 
Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Ketfa dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, 
Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 
Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, 
Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, 
Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber 
Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas 
Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, 
Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, 
Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, 
Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan
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Menetapkan

Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 
Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, 
Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan 
Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun
2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 118);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat 
Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 Nomor 108);

13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2004 tentang Retribusi Pajak Jasa Ketatausahaan;

14. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 
3399/DPT2/TU.340.D2A/II/01K tentang Petunjuk Teknis 
pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis 
Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan 
Pela-yanan Publik;

17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis 
Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI 
BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN DINAS 
PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

2. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.

3. Balai adalah Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Dinas Perikana
Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.

4. Pimpinan Satuan Organisasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangka
dalam jabatan non struktural tertentu, dalam oelaksanaan tugasnya
selain melaksanakan tugas jabatan juga mengkoordinir pelaksanaan
tugas pada unit non stuktural atau satuan kerja, pimpinan satuan
organisasi pada unit non struktural disebut koordinator, dan pimpinan
pada satuan kerja disebut pengelola satuan atau dengan sebutan
lainnya.

5. Wilayah Kerja adalah ruang lingkup pelaksanaan tugas yang menjadi
tanggung jawab dan kewenangan Balai, wilayah keija Balai dapat terdiri
dari seluruh Kabupaten/Kota, beberapa Kabupaten/Kota atau sebagian
Kabupaten/Kota.

6. Nelayan adalah orang yang- mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan.

7. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapa
dipergunakan sebagai bahan makanan, baik dalam keadaan basah
maupun telah diawetkan.

8. Kapal Perikanan dan Peralatan Penangkapan adalah kapal dan jaring
atau peralatan lainnya yang digunakan untuk aktivitas menangkap,
mengumpulkan, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, hasil tangkap
an di laut.

9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.

10. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan car
penawaran meningkat.

11. Pengawasan aoaiah setiap upaya dan atau tindakan yang bertujua
terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundarig-undangan denga
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
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BABU

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Visi Balai adalah mewujudkan sumberdaya perikanan dan kelautan 
sebagai sumber utama penghidupan, pendapatan dan kesejahteraan 
yang berkelanjutan.

(2) ' Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai
mempunyai misi :
a. meningkatkan kemampuan sumoerdaya manusia dalam me­

manfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan.
b. menjaga daya dukung lahan dan kelestarian.
c. mengidentifikasi dan mengembangkan alternatif pengusahaan 

sumberdaya perikanan dan kelautan.
d. mengusahakan atau merangsang iklim usaha yang kondusif.

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah 
agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat 
waktu sesuai visi dan misi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan 
nelayan dan keluarganya.

(2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah 
untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sederhana, 
transparan, akurat dan akuntabel

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Mekanispre Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6
Mekan engaduan Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah.

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 17 Juli 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 20 Juli 2006

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 58



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 58 TAHCTN 2006 
TANGGAL 17 Juli 2006

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DI BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN (BPPI)

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO
JENIS 

PELAYANAN

-------- —.n
PERSYARATAN PROSEDUR PE' AYANAN

WAKTU 
PEL'YfELE 

SAIAN
BIAYA PRODUK■ SARANA 

-KASARAt.’A

—

KOMPETENSI
PETUGAS

SA

PETUGAS

NKSI

PF LANGGAN
TEMPAT

1 PELELANGAN 
IKAN DI TPI

i

Untuk Nelayan:
* Mendaratkan 

hasil tangkap­
an ikan dari 
laut

Untuk bakul ,
ikan
* MemiSki 

permodalan 
untuk 
mengikuti 
pelelangan 
Ikan

■

• Nahkoda kapal ikan me­
laporkan kedatangannya

• Pemeriksaan kapal oleh 
petugas dan diberi nomor 
urut

• Mendaftar lelang di TPI 
, dan diambfl basket ikan
• Pembongkaran dan pe­

nyortiran ikan dan diatur di 
lantai lelang

• ikan siap dilelang secara 
terbuka dengan penawar­
an meningkat

• Bakul pemenang lelang 
membayar tunai ke kasir 
terima dengan membawa 
SPB ditambah retribusi 2%

• Nelayan. pemSik ikan 
mengambil uang dengan 
membawa SPU kepada 
kasir bayar dan dikurangi 
retribusi 3 %

Administrasi 
proses 
lelang 1 
(satu) hari

Retribusi 5% - 
dari nfei 
lelang:
• 3% dari 

nelayan
• 2% dari

bekui 
(berdasarkan 
Perda Nomor 
16 Tahun 2002 
jo Perda 
Nomor 10 
Tahun 2003)

1. Pendapatan retri­
busi 5 % sebagai 
PAD yang dibagi;
• 1,90 % -

Kantor Kasda 
Prov. Jateng

• 0.95
Kab/Kota

• 0,70 - Puskud 
Mina Baruna

• 1.45 - KUD
Mina se­
tempat

2. Kelancaran dan 
kenyamanan le- 
lanj hasil per­
ikanan di TPI

3. Nelayan men­
dapat nilai / 
harga ikan yang 
lebih tinggi

4. Bakul memper­
oleh hasi ikan 
yang lebih baik

1. Bangunan 
gedung TPI:
• Lantai lelang
• Kantor
• Kolam 

pelabuhan/ 
dermaga

• Ruang 
tunggu

2. Peralatan 
kantor
•• Mesin ketik
• Komputer
• Kalkulator
• TV
• Buku 

administrator
• Mebeteir

3. Sarana lelang
• Timbangan
• Pengeras 

suara
• Basket ikan
• Gerobak 

dorong
• Pompa air

4. Sarana air 
bersih

5. MCK

Pengetahu-an
• Memahami 

Perda No.16 
/2002 dan 
10/2003

• Memahami 
kebijakan 
pengambang 
an perikanan 
tangkap

Ketrampian
• Teknis 

pelelang an 
ikan

• Teknis 
pelayanan 
prima

Sikap:
• Komunikasi
• Empati
• Kestabian 

emosi
• Kejujuran
• Responsif
• Kerjasama

Untuk Kepala
TPI
» PP 30/1980 

tentang 
Peraturan 
Disiplin PNS

U.ituk 
karyawan 'rP< 
* Peraturan

Perusahaan 
Puskud Mina 
baruna
No.14/02.1/
PP/IV/2003 
tentang 
Kepegawaian 
Puskud Mina 
Baruns

Untuk nelayan
• Sanksi pidar i: 

PerJa 16 / 
2002 Bab VII 
Pasai 30 
(Kurungan 6 
tulan atau 
denda paling 
banyak 4 kali 
jumlah 
retribusi)

Untuk bakul ikan
• Sanksi pidana: 

Perda 16 / 
2002 Bab VII 
Pasal 30 
(Kurungan G 
bulan atau 
denda paling 
banyak 4 icali 
jumlah 
retribusi)

• Sanksi 
administrasi: 
Perda 16 / 
2002 Bab III 
Pasal 18 
(bunga 2 % 
setiap bulan 
dari besarnya 
retribusi yang 
terutang)

• BPPI 
Wilayah 
Pekalong 
an, 
meliputi 
32 TFI di 
wilayah 
Kab. 
Kendal 
s/d Kab. 
Brebes

• BPPI 
Wilayah 
Pati, 
meliputi 
39 TPI di 
wilayah 
Kab. 
Rembang 
s/d Kota 
Semarang

• BPPI 
Wilayah 
Cilacap, 
meBputi9 
TPI di 
wilayah 
Kab. 
Cilacap 
dan Kab. 
kebumen



WAKTU ' SARANA KOMPETENSI SANKS'
V

: JEN|S PRODUK ' TEMPAT
= No PELAYANAN

PERSYARATAN PROSEDURPELAYANAN PESXSSE BIAYA PRASARANA PETUGAS PETUGAS PELANGGAN f ,

-

. Permohonan 1‘ Pemilik kapal perikanan e Aminis— o Unmk kapal Surat rexomendasi '. Ruang
l
1. Pengetahu PP3011980 Saryksi

'
admipis BPPI2 :EwhgiESRI}:KSA penaaiksaan mcngajullau permohonan hasi > 3:) GT, peme-‘il'sagr. fisik k2. peBayanan

.

!

En: tentnng , trgtfl (Ldak bnsa V'Jilayah
KAPAL fisik kapat untuk pemeriksaan fisik maksima! dikenakan pal kperik::1::an, slat :dmlmstrasu I Idah'k ti ngapxgnNs finkeluarkan pin Pekaicng-

'
7" a a 3m" Ie esR _ tang ap i an an an ! mengn u lSlp In uman use a an,

;

PER‘KANAN 23:3 an
?. gefiulge; meme'éksa Keler‘g

‘ . g,“ ‘- fisik! 1130003 "3‘ Dantu penang- periengkapan ‘ 5114’sus- pen'kanannya) meliputi
pemohon

‘

kanan berkas permohormn hmi sesuai kapan inan nya :
‘

pfmenksaan 32 Tp| di
3. Penetapan waktu peme- . Penyele< Perda - . Kompmer fisxk kapgl wilayah

. Surat ukur, nksaan kapal saian 1212004 . Mesin ketik 2. Kehampllan: Kabu~
fas tahunan. 4.Pemeriksaan fisik kapal rekomen o Untuk . Ruang o Te‘rms paiem
gros akte, dilokasi pemohon dasi di transportasi tunggu kagal Kendal
surat 5. Hasil pemeriksaan diterus— Dinas dan . Mebelair penkanan s/d_ Kabu—

kelaikan dan kan ke Dinas untuk malrsimal akomodasi _ Kendaraan . Tamas alat paten.
pengawakan diterbitkan rekomendasi 7 hari petugas operasional Pangkap Brebes
”goal pemen’ksaan kapal per~ dibebankan _ Peralalan Ikan

'
ikanan kepada - pemeriksaan: 3. Sikap Bpp|

. KTP pemohon o He’eran o Komuni— Wilgyah
pemohon ‘sesuai , Tuste! kasj pa“:

.
Kgputusan . Hanuycam . Empafi mellputv
Omen . Form isian o Kestabilan x 391.9! dl
Perikanan emosi wuayah
Tangkap . Ketelitian Kabu-
No.3399IDP kefja paten.
T2/TU340. . Kejujuran Rembang

- D2Nlll01k . Responsir s/d Kora

. Kerja '
Semarang

sama BPPI
Wilayah
Cilacap,
meliputi 9
TPI di
wilayah
Kabu-
paten.
Cilacap
dan Kabu-
paten
Kebumen4
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JENIS

PEIAYANAN

FASILITASI
PERIJINAN
PC.RIKANAN
TANGKAP

KONSULTASI
DAN
PEMBINAAN
TEKNOLOGI
PERIKANAN
TANGKAP

W
1. Rekomenda-‘f‘

basil
pemerinaan
flsik kap’lt
perikanan

2. Fotocop‘f
'landa ‘

pendaflzran
kapaHpa’

kecil)
3. Fotocopy

KTP ,
pemohon

4. SIUF lama
(bagi yang
perpanjangan
iiin)

Tanpa syara!

f.
PERSYARATM :

.,_4’.«
A r

tahunan/ P3”

2

“I

WAKTU SARANA KOMPETENSI SANKSI

720323,: S‘EiJYANAN PENYELE BIAYA PROD'JK

,,#,,--
SNAN

PW-SARANA PETUGAS PE‘I'UGAS PELANGGAN
TEMPAT

pamrxm'mergsi formulir 0 Di BPPH Tidak dipungut Fasilitasi pengurus— .Rueng 1. Pengetahu PP 30/ ' ' '

”popdar, hari biaya(Perda an perijinan kepada Iayanan 2: an: tentang1
980 izgrfluidazdrgg: 5V?!Pl h

”gar—v.13: berkas . Penyeteh No.6 Th.i978) nelayan / pemilik ministrasi Jan Peuturan Peraturan dikeluarkan per- P Ikayla

'5; 33/42:? saian kaoa! perikanan peflengkapan- pen'iinan Disiofin PNS ijinan usaha a: aopg—

MM»: 35,-. petugas ”Wm“ nya: oerikanan perinanannya) wilé 3h

yefrfl” ‘.
.

ar_1:;:ndl . Komputer 2. K‘etrarnpilan: Kabi—

L993»; "are“ th Qvarat,
; Pmas . Mesin ketik . Teknis aten

,e’rory :upan tanda maksnna’ . Ruarg kapal fiendal

arm”: 7 bar: tunggu perikanan s/d‘ Kabu-

M‘_zg pew-chop yang . Mebelair . Teknis alat paten

wdzfvylgia: dnerusSan . Form 3553" tangkap Brebes

v.2 Wis ;::‘IkaqanJ an .Kendaraan ikan BPPI

3543;; -VIISI awa operasiona! 0 Teknis alat Wilayah

XZFGV'J'
bantu Pflfi

penangkap w;;ayah
anikan Kabu-

3. Sikap paten
o Komuni- Rembang
kasn s/d Kota

o Empafi Semarang
. Kesmbflan BPP!

Iemosi Wilayah
. Ketelitian Cilacap,
kerja wildy'ah

- Kejujuran Kabu-

, RESPO'IS" pater.

. Kerja Cilacap

sama dan Kabu-
paten
kebumen

Pelanggan yang mem- Sesuai Tidak dipungut Transfer teknologi . Ruan a. Pen '

bmhkan nadir di BPPI kebutuhan biaya informasi perikanan konsugltasi an zgetahu 52:33:19“)
Tldak ada \Ii’vlipI

h

WW pe'mgas BF?! tangkap . Ruang Peraturm Peraturan p43:
dim hadr d: lokast / . penemuan I perikanan Disiplin PNS an men9

lapangan, pemphon pelatihan tangkap liuti
-

Jiwaybkan nengajukan . Peralatan b. Ketrampilan:
p'I h

aura! pemohonan I ' VCD . Teklis XLZX?

undangan ~ Laptop kapal pater»
- LCD petikanan Kenual
- Layar LCD . Tekrl's alat s/d Kabu-
- Handycar_n tangkap p‘aten

'

- Papantulss .kan Brebes



z1*

NO JENIS PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN
WAKTU 

PENYELE 
SAIAN

BIAYA PRODUK
SARANA KOMPETENSI SANKSI

TEMPAT
PELAYANAN PRASARANA PETUGAS PETUGAS PELANGGAN

- Peralatan 
teknis 
penangkap 
an ikan

- Buku / brosur 
/ leaflet tek­
nis penang­
kapan ikan

• Teknis alat 
bantu 
penangkap 
an Ikan

c. Sikap
- Komuni­

kasi
- Empati
- Kestabilan 

emosi
- Ketelitian 

kerja
- Kejujuran
- Responsif
- Kerja 

sama

• BPPI 
Wilayah 
Pati, 
wilayah 
Kabu­
paten 
Rembang 
s/d Kota 
Semarang

• BPPI
Wilayah 
Cilacap, 
wilayaih 
Kabu­
paten 
Cilacap 
dan Kabu­
paten 
Kebumen

GUBERNUR JAWA TENGAH



LAMPIRAN I!
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2006
TANGGAL 17 .Tuli 2006

MEKANISME PELAYANAN DI BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN 
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH

||.1. Pelelangan Ikan di TPI

Kapal Perikanan Masuk Pelabuhan 
Perikanan. Pangkalan Pendaratan Ikan, 

Atau Tempat Pelelangan Ikan

Nahkoda Melapor Ke Syahbandar/ 
Kepala PPI / Kepala TPI

Pemberian Nomor Urut Untuk Sandar 
Dan Bongkar Ikan

~ Mendaftar Lelang Dan Mengambil 
Basket Ikan 

u

Pembongkaran, Penyortiran Dan 
Pengaturan Ikan Di Lantai Lelang 

pele langan Ikan Secara Terbuka 
Dengan Penawaran Meningkat

---------------------------------
Nelayan Pemilik Ikan 

Menerima Pembayaran, 
dikurangi Retribusi 3%<... ............................  J

Bakul Pemenang Lelang 
Membayar Tunai Ditambah 

Retribusi 2% 
k___________________ J



11.2. Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

PEMOHON/PEMILIK KAPAL PERIKANAN MENGAJUKAN 
PERMOHONAN DENGAN MELAMPIRKAN :

1. Fotocopy Tanda Pendaftaran Kapal (pas tahunan/pas kecil)
2. Surat Keterangan asal-usul kapal perikanan
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Spesifikasi Alat Penangkap Ikan___________

BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN :
1 Petugas Menerima dan Memeriksa Kelengkapan 

Persyaratan.
2. Bila Lengkap diberikan tanda terima, bila belum 

lengkap dikembalikan untuk bisa dilengkapi

Penetapan Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan Fisik Kapal Di Lokasi Pemohon 
Oleh Petugas

Penerbitan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
Fisik Kapal 

Di Dinas Perikanan Dan Kelautan 
Provinsi Jawa Tengah



H. 3 Pasilitasi Perijinan Perikanan Tangkap.

PEMOHON / PEMILIK KAPAL PERIKANAN 
MENGAJUKAN PERMOHONAN DENGAN MELAMPIRKAN .
1. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal
2. Fotocopy Tanda Pendaftaran Kapal (Pas Tahunan/Pas Kecil)
3. Fotocopy KTP Pemohon.
4. SIUP lama, bagi yang perpanjangan

BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN :
1. Petugas Menerima dan Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
2. Bila Lengkap diberi tanda terima dan diproses lebih lanjut, 

apabila belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.

UNTUK KAPAL > 30 GT 
Diteruskan ke Dinas Perikanan 
dan Kelautan Provinsi. Jateng 

untuk Penerbitan Ijin Usaha 
Perikanan dari DKP

UNTUK KAPAL 10 - 30 GT 
Diteruskan ke Dinas 

Perikanan dan Kelautan 
Provinsi. Jateng untuk 
penerbitan Ijin Usaha 

Perikanan

GUBERNUR JAWA TENGAH



LAMPIRAN III 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 68 TAHUN 2006 
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN
DI BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

IARDIYANTO


